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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/299 /IILO8/HK/2004

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKIA)
KEBIJAKAN KOPERAST DAN USAHA KECIL MENENGAH

PROPINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2004

GUBERNUR LAMPUNG,

bahu_unuk_menunang kelincaran - pelicaraan
Program Pengembangan Koperasi dan Kecil

bidang KUKM, revitalisasi kelembagaan dan Kiasifkasi
Koperasi serta pengembangan SDM, agar dapat
terlaksana dengan tertib, lancar, berdaya guna dan
erhasil guna, maka pelaksanaznnya perlu dilakukan
secara terkoordinasl antar Instansi terkait;

b. bahwa untuk pelaksanaan maksud butir .a tersebut

diatas, dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja
(Pokja) Kebijakan KUKM Propinsi Lampung Tahun
Anggaran 2004 yang ditetapkan dengan Keputusan
Gubernur Lampung;

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;

Undang-undang ~ Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Perkoperasian;

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha
Kecll;

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang

Pemerintahan Daerah;

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Keuangan Negara;

Peraturan Pernerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instans! Vertikal di Daerah;



Memperhatikan

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

8,

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tenteng
Penyelenggaraan Dekonsentrasi;

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

Peraturan Daersh Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerla
Dinas Propinsi Lampung.

Keputusan Menterl Negara Koperas dan UKM-RT Nomor
164/XER/MKIMAT/2003 tanges 29 Deserer 2003

ng Pedoman  Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran
Doonienrad Kementaan Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah Tahun 2004.

MEMUTUSKAN:
Membentuk Kelompok Kerja (Poka) Kebijakan Koperasi
dan Usaha Kecll Menengah Propinsi Lampung dengan
susunan personalia imana tercantum - dalam
fampiran keputusan ini.

Tugas pokok dan tanggung jawab Kelompok Kerfa
(Poko) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
adalah sebagai berikut

. Menginventarisasi, menelaah produk Hukum Daerah
dibidang KUKM;

Mengusulkan " penyempurnaan Produk _ Hukum
Daerah dibidang KUKM di Propinsi Lampung;
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kehuzkan yang  berkaitan
dengan pengembangan KUKM di Propinsi Lampung;
Menyusun, menyeleks, melaksaniakan ~Klasifikasi
operas; temadsp loperss 'yang  memenuti
persya ersiapkan  Keputusan _dan
Sarliat sl Kasiioa koperasi;

Memberikan dukungan perkuatan (bamuan fasiitas
Negara) kepada KUKM di Propinsi Lampur



KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerfa (Pokja)
dimaksud pada diktum PERTAMA melaporkan dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini

sepanjang menyangkut teknis Pelaksanaannya, akan
diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kopperindag
Propinsi Lampung selaku Ketua Harian

KELIMA Seqala biaya yang diperlukan akibat dikeluarkannya
Keputusan ini dibebankan kepada APBN / Dekonsentrasi
pada Proyek Pengembangan Kebijakan Peningkaten
Sistem Pendukung Usaha KUKM Lampung Tahun
Anggaran 2004, pada Dinas Kopperindag  Propinsi
Lampung.

KEENAM Keputusan ini mulai berlaku scjak tanggal 1 Juli 2004
sampai dengan 31 Desember 2004 dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam keputusan ini akan diadakan pembetulen
sebagaimana mestinya.

Diaplon @ Teskoeting
Pada tanggal  25-8 -
An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,
Pe
NIP. 460 012 966

Tembusan :

1. Menteri Negara Koperasi dan UKM-RI di Jakarta

2. Sekretaris Menegkop dan UKM-RI di Jakarta

3. Kepala Bappeda Propinsi Lampung di Bandar Lampung.

4. Kepala Badan Pengawas Daerah Propinsi Lampung di Bandar Lampung

5. Kakanwil Ditjen Anggaran VI Cabang Lampung di Bandar Lampung

6. Kepala Dinas Kopperindag Propinsi Lampung di Bandar Lampung

2.

Se Proj
Kepala

Kepala Dinas/Kantor yang Menangani Sektor Koperasi dan UKM

pinsi Lampung.
KPKN Bandar Lampung di Bandar Lampung

Pmpro Pengembangan Kebisan Peningiatan S Perdukung Usaha

UKM Lampung TA.
10.Masing-masing Tim Hoinyang bersangkutan
11.Himpunan Keputusan



